
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 19'15; 

2. Undang-Undaug Noino.r 29 Tahun 1959 tcntang 
Pembentulmn Daerah. Daerah Tingkat IT di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74. Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perlu dilakukan pengaturan rnengenai tata cara 
pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 
melalui Peraturan Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan 
peraturan perundang-undangan, sehingga perlu 
diga.nti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemberhencian Perangkaat Desa 
serta Susunan Organisaasi dan Tata Keria 
Pemerintahan Desa; 

BUPATI BUTON, 
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SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA 
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PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA 
PENGANCKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT 
DESA SERTA SUSUNAN ORGANISASl DAN TATA KERJA 
PEMERINTAHAN DESA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI BUTON 

den 

Dengan Persetuj uan Bersama 
DEWAN PERWAKJIANRAKYATDAERAH KABUPATEN BUTON 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), 
sebagaima.na telah diubah beberapa k:ali terakhir 
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 rentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
scbagaimana telah diubah dengan Peraruran 
Pemerintah Nomor 17 Tahu.n 2015 tcntang Perubaha.n 
Atas Peraruran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (.t!erita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 5); 

10. Peraturan Menteri Ualam Negeri Nomor 84 Tahun 
2015 teruang Su:.unan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Dcea (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 6); 



pemerintahan desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerinto.h Deso. yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah. 

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang mernbantu 
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan 
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan 
unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam 
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk 
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 

10. Badan Pemusyawaratan Desa, yang selanjutnya 
disebut BPD adalah lernbaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wak:il dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

Desa dibantu 
penyelenggaro. 

Kepala 
unsur 

adalah 
sebagai 

Desa 
desa 

7. Pemerintah 
perangkat 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Dacrah adalah Kabupaten Buton. 

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
pcnyclcnggara perncrintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan rlaer::ih otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Buton. 
4. Camat adalah pcrnimpin kecarnatan di wilayah daerah 

yang berada di bawah don bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

5. Desa adalah desa dan dcsa adat atata yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang rnemiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan 
mengurus urusan pernerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

o. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pcmerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Pasal 1 

BAB! 
KETENTUA.N UMUM 



persyaratan kelengkapan c. memenuhi 
adrninistrasl. 

Pasal 3 

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga 
Desa yang telah mernenuhi persyaratan umum dan 
knusus. 

(:.!) Persyaratan umum sebagairnana dirnaksud pada ayat 
( 1) adalah sebagai berikut: 

a. berpendidikan paling rend.ah sekolah menengah 
urnurn atau yang sederajat; 

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 
(empat puluh dua) tahun; dan 

Paragraf 1 
PP.rsynratan. 

Dagian Kesatu 
Tatacara Pengangkatan 

BAB Ill 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

Pasal2 
Ruang lingkup pengaturan peraruran daerah ini meliputi: 
a. pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 
b. hak, kewajiban, dan larangan perangkat desa; 
c. susunan organisasi pemerintah desa; 
d. kedudukan, tugas, dan fungsi kepala desa dan 

perangkat desa; 
e. tata kerja pernerintah desa; 
f. pakaian dinas dan atribut; dan 
g. peningkatan kapasitas aparatur desa. 

BABU 

RUANG LINGKUP 

13. Hari adalah hari kerja. 

11. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan 
Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam 
pengaturan tugas dan rungs. sertahubungan kerja. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 
disebut APBOes, adala.h rencana keuangan tahunan 
Pernerintanan Desa. 



Pasal 4 

(1) Kelengkapan persyaratan adrninistrast sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, antara lain 
terdiri atas: 

a. Kartu Tanda funduduk atau Surat Kctcrangan 
bertempat tingga.l paling kurang 1 {saru] Tahun 
sebelum peridaftaran dari desa. serernpat, kh'uaus 
untuk jabatan kepala kewilayahan atau kepala 
dusun Surat Keterangan bertempat tinggal paling 
kurang 3 (tiga) Tahun sebelum pendaftaran dari 
Dusun setempat; 

(3) Persyaratan khusus se-bagaimana dimaksud pada ayat 
(1), adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kemampuan mengoperasionalkan 

komputer dengan baik minimal program 
Microsoft word (MS) ctan Microsoft Excel; 

b. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat 
dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala desa, 
perangkat desa, atau pegawai 
BUMN/BUMD/DUM Dcsa; 

c. berkelakuan baik; 

d. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukwn tetap atau bagi mantan 
terpidaria telah seem-a. terbuka dan jujur 
mengernukakan kepada publik bahwa yang 
bersangkutan mantan terpidana; 

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 
putusan pengadilan yang mempu.nyai kekuatan 
hukum tetap; 

f. tidak bekeria pada instansi pemerinta h / swasta 
lainnya; 

g. tidak sedang menjadi anggota partai politik 
dan/atau tidak sedang menduduki jabatan 
politik; 

h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan 
kepala desa: dan 

d. khusus untuk jabatan kepala kewilayahan atau 
kepala dusun, terdaftar sebagai penduduk dusun 
dalam Desa setempat dan bertempat tinggal di 
dusun setempat paling kurang 3 (tiga) tahun 
sebelum pendaftaran, kecuaJi di wilayah dusun 
seternpat tidak ada yang mencalonkan, maka 
dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam wilayah 
desa setempat. 



Pasal 5 
(1) Pegawai ncgcri sipil daerah yang akan diangkat 

menjadi perangkat Desa harus rnendapatkan izin 
tertulia dari pejabat pembina kepegawaian. 

(2) Dalarn hal pegawai negeri sipil daerah sebagaimaria 
dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat meniadi 
perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan 
sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat 
Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri 
sip ii. 

mempertahankan dan memelihara kcutuhan Negara 
Kesat:uan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika, yang dibuar oleh yang bersangkutan diatas 
kertas bermaterai; 

d. ljazah perididikan dari tingkac dasar sampai dengan 
iiazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat 
berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang 
berwenang; 

e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; 
L Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas 

atau aparat kesehatan yang berwenang; 
g. sertifikat kursus komputer atau surat pernyataan 

mampu mengoperasikan kumputer di atas materai 
cukup; 

h. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian 
seternpat; dan 

.1. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa 
ditujukan kepada Kepala Desa yang dibuat oleh yang 
bersangkutan di atas kertas bermaterai. 

(2) Selain kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), calon perangkat desa dapat melampirkan 
pengaJaman kerja dan/ atau sertifikat keahlian lainnya 
yang terkait dengan jabatan perangkat desa dan 
penyelenggaraan urusan pernerintahan desa, 

Dasar 
L945, 

dan 

b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa yang dibuat, oleb yang bersangkutan di 
atas kertas bermaterai; 

c. Surat Pemyataan memegang teguh 
mengarnalkan Pancasila, Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Tahun 



Pasal 7 

( 1) Untuk melaksankan pcnjarmgan dan pcnyaringan 
bakal calon Peranglcat Desa sebagaimana dimaksud 
dalarn PAsAl fi huruf a, kepala desa membentuk tim 
penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa, 
yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 
paling sedikit seorang anggota. 

(2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah 
jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan. 

(3) Tim mengumumkan pada pa.pan pengumuman resmi 
desa mengenai jabatan perangkat desa yang akan 
diisi, jadwal pendaftaran, dan persyaratan yang harus 
dipenuhi dan dilengkapi oleh ba.kal calon. 

(4) setetan menerirna berkas pendaftaran dari bakal calon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tirn mdakukan 
sclcksi untuk mendapatkan paling kura.ng 2 (dua) 
orang calon. 

(5) Khuaus untuk pcngangkatan kcpala kewilayahan atau 
kepala dusun, setelah menerima berkas pendaftaran 
ciari hakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tim mengadakan rapat yang dihadiri tokoh 
masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, danfatau 
organisasi kemasyarakatan setempat untuk 
mendapatkan paling kurang 2 (dua) orang calon 
kepala dusun melalui musyawarah mufakat. 

(6) Tim menyampaikan hasil penjaringan dan 
penyaringan melalui seleksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan rnelalui rnusyawarah mufakat 
sebagaiamana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala 
desa untuk memilih dan menetapkan calon perangkar 
desa dan calon kepala dusun menjadi pejabat 
perangkat desa dan pejabat kepala dusun. 

Pasal 6 

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui 
um a pan: 

a. penjaringan dan penyaringan; 
b. konsultasi kepada camat; 
c. penerbitan rekomendasi camat; 
d. penerbitan keputusan pengangkatan; dan 
e. pelanti.kan perangkat desa. 

Paragraf2 
Tahapan dan Mekanisme Pengangkaran Perangkat Desa 



Pasal 9 
(1) Paling lambat 15 (lima betas) hari kerja setelah 

keputusan pengangkatan perangkat desa ditetapkan, 
kepala desa melantik Perangkat Desa, 

(2) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa 
mengucapkan sumpah/janji dihadapan Kepala Desa, 
dan BPD, dan dapat dihadiri tim penjaringan dan 
penyaringan dan tokoh/pemuka masyarakat Iainnya 
dalam wilayah Desa bersangkutan, 

(3) Pengucapan sumpah/janji perangkat desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh 
Kepala Desa. 

Pasal8 
( 1) Sebelum memilih dan menetapkan calon perangkat 

desa dan calon kepala dusun menjadi pejabat 
perangkat desa dan pejabat kepala dusun 
sebaga.imana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Kepala 
Desa melakulcan konsultasi sccara tcrtulis kcpada 
camat mengenai calon yang akan diangkat sebagai 
perangkat Desa. 

(21 Paling Iambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima 
surat konsultasi dari kepala desa, Carnar atas riama 
Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap 
calon Perangkat Desa. 

(31 Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan 
persyaratan yang ditentukan. 

(4) Dalam ha! Camat memberikan persetujuan, Kepala 
Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan Perangkat Desa. 

(5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, 
Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan 
kembali calon Perangkat Desa. 

(7) Dalam menjalankan tugasnya, tim penjanngan dan 
penyaringan calon perangkat desa bertanggungjawab 
kepada kepala desa. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim 
penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa 
diatur dalam Peraturan Kepala Desa. 



Pasal 11 

(1) Perangkat Desa berhenti karena: 
a, meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 

Paraqraf 1 
Pcmbcrhcntian 

Bagian Kedua 
Tatacara Pemberhentian 

Pasal IO 
(1) Masa kerja Perangkat Desa adalah terhitung sejak 

pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sampai 
dengan yang bersangkutan berusia 60 tahun. 

(2) Pergantian Kepala Desa tidak mempengaruhi masa 
kerja perangkat desa, kecuali perangkat desa yang 
bersangkutan berhentJ. 

Purayraf3 

llfasa Kerja Peran,gkat Desa 

(41 Susunan kata sumpah/janji perangkat desa 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) sebagai berikut. 

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji 
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya 
selaku perangkat desa dengan sebaik­ 
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil- adilnya; 
Bahwa saya akan selalu taat dalam 
mengamalkan dan mempertahankan 
Pancasila sebagai dasar negara; 
Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
melaksanakan segala peraturan perundang­ 
undangan dengan sehn-us-luruanya yang 
berla.ku bagi Deso, Daernh, dun Negara 
Kesatuan Republik Indonesia." 

(5) Pengambilan :surnpah/janji da.n pelantikan Perangkat 
Desa disclcnggarakan di pusat pemerintnhan Deso. 
atau di tempat lain yang ditentubn Kepala Desa. 



Pasal 12 

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara karena: 
a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; 
b. ditetapkan sebagai terdakwa; atau 
c. tertangkap tangan dan ditahan. 

(2) Pemberhentian sementara perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilaksanakan 
dengan mekanisme sebagai berikut: 

Pamgmf2 

Pemberhentian Sementara 

b. camat atas narna Bupati memberikan rekomendasi 
tertulis yang memuat mengenai pemberhentian 
perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan 
kepala Desa; 

c. rekomendasi tertulis camat didasarkan pada 
persyaratan pemberhentian Perangkai Desa 
setelah clikoordinasikan dengan DPM clan Pcmdcs; 
da.n 

d. berdasarkan rekomendasi tcrtulis camat, Kepala 
Desa menerbitkan keputusan pemberhentian 
perangkar De!!a. 

(4) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
ditetapkan, Kepala desa menyampaikan keputusan 
pemberhentian perangkat desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf d kepada camat. 

Desa sebagaimana 
dilaksanakan dengan 

(3) Pemberhentian perangkat 
dimaksud pada ayat (1), 
mekanisme sebagai berikut: 
a. kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis 

kepada camat mengenai pemberhentian perangkat 
desa disertai dengan alasan pemberhentian 
clilengkapi dengan bukti pendukung; 

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 

terpidana berdasarkan 
yang telah mempunyai 

b. clinyatakan sebagai 
keputusan pengadilan 
kekuatan hukum tetap; 

c. berhalangan tetap; 
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau 

(21 Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena: 
a. telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun; 



Pasal 14 
( l) Dalam ha! terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, 

mak:a tugas Perangkat Desa yang kosong 
dilaksanak:an oleh Pelaksana Tugas yang memiliki 
posisi jabatan dari unsur yang sama. 

Bagian Ketiga 

Kekosongan .rabatan Perangkat Desa 

Pasal 13 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcngangkatan 
dan pemberhentian perangkat desa diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

a. kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis 
kepada camat mengenai pemberhentian sementara 
perangkat nesa: 

b. camat atas nama Bupa.ti memberikan rekomendasi 
tertulis yang memuat mengenai pemberhentian 
sementara perangkat Desa yang telah 
dikonsultasikan dcngan kcpala Dcea; 

c. rekomendasi tertulis carnal didasarkan pada 
pcrsyaratan pcmberhcntian sementara Perangkat 
Desa; dan 

d. berdasa.rkan rckomcndasi tcrtulis carnat, Kepala 
Desa menerbitkan keputusan pemberhentian 
sernentara perangkat Desa. 

(3) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 
ditetapkari, Kepala desa menyampaikan kepurusan 
pemberhentian sementara perangkat desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d kepada 
camat. 

(4) Perangkal Desa yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui 
proses peradilan temyata terbukti tidak: bersalah 
berdasarkan putusan Pengadilan can telah 
berkekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) 
hari seja.k penetapan putusan pengadilan diteruna 
oleh perangkat dcsa, Kcpala Dcsa merehabilitasi clan 
mengembaJikan jabatan perangkat desa yang 
hersangkutan kepada jabatan semula. 

(5) Rehabilitasi dan pengembalian jabatan perangkat desa 
sebagaimana d.imaksud pada ayar (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Desa. 



Pasal 16 
Perangkat Desa berkewajiban: 
a. mernegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 

Bagian Kedua 
Kewajiban Perangkat Desa 

Pasal 15 
[I] Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa 

berhak menerima penghasilan tetap sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

(21 Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Perangkat Desa dapat menerima jaminan 
kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan 
dengan memperhatikan masa kcrja dan jabata.n 
Perangkat Desa. 

(3) Jaminan keschatan dan tunjangan tambahan 
penghasilan sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
bersumber dari APBDes dan sumber Jain yang sah. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, 
jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan 
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Bagian Kesatu 
Hale Perangkat Desa 

BABIV 

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PERANUKAT Dl£SI\ 

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah 
Togas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati 
melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari tcrhitung 
scjak tanggal surat penugasun. 

(3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling 
lambat 2 (dua) bulan sejak Pcrangkat Dcea yang 
bersangkutan berhenti. 



masyarakat Desa; 
sekelornpok meresahkan tindakan e. melakukan 

Perangkat Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat kcpurusan yang menguntungkan diri 

sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau 
golongan tertentu; 

c. menyo.lahguna.ka.n wewenang, tugas, bak, dan/ atau 
kewajibarmya; 

d. melakukan tindakan diskriminatif terbndap warga. 
dan/at.au golongan masyarakat tertentu; 

Pasal 17 

Bagian Ketiga 
Larangan Perangkat Desa 

b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. membantu Kepala desa dalam memelihara 
ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 

d. menaati dan menegakkan peraturan perundang­ 
undangan; 

e. melaksanakan prinsip tata kelola Pernerintahan 
Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif 
dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, 
dan nepotisme; 

f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan 
adrninistrasi Pemerintahan Desa; 

g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; 

h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan 
perselisihan masyarakat di Desa; 

i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan 
perekonornian, masyarakat Desa; 

j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai 
sosial budaya masyarakat Desa; 

k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan 
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 

1. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan 
potensi surnber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup; dan 

m. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir 
berupa buku presensi atau alat presensi secara 
elektronik. 



Pasal 19 
(l} Pernerintnh Desa adalah Kepala. Desa dibantu oleh 

Perangkat nesi:i. 

Pasal 18 

(1) Susunan organisasi Pernerintah uesa disesuaikan 
dengan tingkat perkernbangan desa yaitu Desa 
Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. 

(2) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilentukan berdasarkan peraturan 
pcruridang-tmdangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai. bcseran organisasi 
pemerinto.h deso di setiap desa dalam wilayah daerah 
berdasarkan klasifikas! jenis desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Kesaru 
Umum 

BABV 
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA 

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, meneri:ma 
uang, barang, dao/atau jasa dari pihak lain yang 
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan dilakukannya; 

g. rnenjadi pengurus partai politik: 
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi 

terlarang; 
1. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota 

Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 
Pcrwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 
Perwokilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kahupate.n/Kota, dan 
jabatan lain yang clitentukan dalam peraturan 
perundangan-undangan; 

J. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; 

k. melanggar sumpah/janjijabatan; dan 
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam pttluh) hari 

kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak 
dapat dipertanggungjawabkan. 



Pasal 21 
(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu 
kepala Desa sebagai pdaksana tugas operaeiorral. 

Paraqraf 2 

Pelakeana Tekn.is 

Pasal 20 
(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh sekretaris Desa 
dibantu oleh unsur staf sekre.tariat yang bertugas 
membantu kepala Desa dalam bidang administrasi 
pemerintahan. 

(2) Bagi desa yang masuk dalam klasifikasi Desa 
Swasembada atau Desa Swakarya, Sekretariat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 
(tiga) urusan, yaitu: 

a. urusan tata usaha dan umum; 
b. urusan keuangan; dan 
c. urusan perencanaan. 

(3) Bagi desa yang masuk dalam klasifikasi Desa 
Swadaya, Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) urusan, yaitu: 

a. urusan umum dan perencanaan; dan 
b. urusan keuangan. 

(41 Setiap urusan sebagaimana ctimaksud pada avat !2) 
dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan. 

Paragraf 1 
Selcretariat Desa 

Bagian Kedua 

Perangkat Desa 

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas: 
a. sekretariat Desa; 
b. pelaksana teknis; dan 
c. pelaksana kewilayahan. 



Pasal 23 
(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat 

Desa. 

Bagian Ketiga 
Unsur Staf 

Pasa122 
( 11 Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19 ayat (2) nurur c, merupakan unsur pernbanru 
kepala Desa sebagai saruan rugas kewilayahan. 

(2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara 
proporeional antara pclaksana kcwilayahon yang 
dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta 
memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, 
geografis, jumlah kepadatan penduduk, dan sarana 
prasarana penunjang tugas, serta memperhatikan 
kondisi sosiaJ budaya masyara.kat setempat. 

(3) Pelaksana Kewilayahan sebagaiamana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan 
lain. 

(4) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan disetiap desa 
dalam wilayah daerah sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Paragra/3 

Pelaksana Kewilayahan 

(2) Bagi desa yang masuk dalam klasifikasi Desa 
Swasembada atau Desa Swakarya, Pelaksana Teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l} terdiri atas 3 
(tiga; seksi, yaitu: 

a. seksi pemerintahan; 
b. seksi kesejahteraan; dan 
c. seksi pelayanan. 

(3) Bagi desa yang masuk dalam klasifikasi Desa 
Swadaya, Pelaksaana Teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu: 

a. seksi pemerintahan; dan 
b. seksi kesejahteraan dan pelayanan. 

(4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayar (2) dan 
ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 



Pasal 25 
(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala 

Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi 
sebagai berikut: 
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti 

tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di 
desa, pembinaan rnasalah pertanahan, 
pcmbinaan kctcntraman dan ketertiban, 
melakukan upaya perlindungan masyarakat, 
adminietrasr kependudukan, dan penataan dan 
pengelolaan wilayah; 

b. melaksanakan pembangunan, seperti 
pernbangunan sarana prasarana perdesaan, dan 
pernbangunan bidang pendidikan, kesehatan; 

c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan 
hak dan kewajiban rnasyarakat, partisipasi 
masyarakat, sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan; 

d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas 
sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang 
budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan 
karang taruna; dan 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kepala Desa 

BAB VI 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 24 
Bagan strukrur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Feraturan Daerah ini. 

(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 
adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala 
sekst, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan 
kebutuhan dan kernarnpuan keuangan desa. 



Pasal 27 
(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur 

pimpinan Sekretariat Desa. 
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa 

dalam bidang administrasi pemerintahan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana yang 

dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai 
fungsi: 
a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata 

naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan 
ekspedisi; 

b. melaksanakan urusan umum seperti penataan 
administrasi perangkat desa, penyediaan 
prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan 
rapat, penga.dministrasian aset, inventarisasi, 
perjalonan dines, dan pelayo..nan umum; 

c. mclaksanakan urusan keuangan scperti 
pengurusan administrasi keuangan, aclministrasi 
surnber-sumber pendaparan rl:tn pe.ngP.lrn~r::tn, 
verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi 
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, 
dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan 

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti 
menyusun rencana anggaran pendapatan dan 
belanja desa, menginventarisir data-data dalam 
rangka. pembangunan, melakukan monitoring dan 
evaluasi program, serta penyusunan laporan. 

Parqara] 1 
sekretanat Desa 

Pasal 26 

(1) Perangkat Desa berkedudukan sebagai urraur 
pembantu Kepala Dess.. 

(21 Pcrangkat Desa bertugas mcmbantu Kepala Desa 
dalam melaksanakan tugas dan wewena.ngnya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenanguya, 
perangkat Desa bertansgung jawab kepado. Kepala 
Desa. 

Bagian Kedua 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Desa 

e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga 
masyarakat dan lembaga lainnya 



Pasa.129 
(I) Kepala sekei bcrkcdudukan sebagai unsur pelaksana 

teknis. 
(2) Kcpala sckei bertugas membaotu Kepala Desa sebagai 

pelaksana tugas ope,:asional. 

Paragraf2 
Pelaksana Teknis 

Pasal 28 
( 11 Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf 

sekretariat. 
(21 Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa 

dalam urusan pelayanan administrasi pendukung 
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

(31 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), setiap kepala urusan mempunyai 
tungsi: 
a. kepala urusan tata usaha dan umurn memiliki 

fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan 
seperti rata naskah, administrasi surat menyurat, 
arsip, dan ekepedisi, da.n pcnataan adminietraei 
perarigkat desa, penyediaan prasara.na perangkat 
desa dan kantor, penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventansasi, perialanan 
dinas, dan pelayanan umurn. 

b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan keuangan seperti 
pengurusan adrninistrasi keuangan, administrasi 
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verilikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi 
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, 
dan lembaga pemerintahan deea lainnya. 

c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsi 
mengoordinasikan urusan perencanaan seperti 
menyusun rcncana anggaran pendapatan dun 
belanja desa, menginventarisir data-data dalarn 
rangka pembangunan, melakukan monitoring clan 
evaluasi program, serta penyusunan laporan. 

ii kepala urusan umum dan perencanaan memiliki 
fungsi. melaksanakan urusan ketatausahaan dan 
mengoordinasikan u.rusan perencanaan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan 
huruf c. 



ketertiban, 
masyarakat, 

ketentrarnan dan 
upaya perlindungan 

a. pemhinaan 
pelaksanaan 

(2) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayal 
(1) meliputi, penyeleuggaraan Pcmerintahan Deea, 
pelaksanaan pembanguna.n desa, pembinaan 
kemasynrakatan desa, dan pernberdayaan masyarakat 
desa. 

(3) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnaria dimaksud 
pada ayat (2) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun 
atau sebutan lain memiliki fungsi: 

Pasal 30 
(1) Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun atau sebutan 

lain berkedudukan sebagal unsur satuan tugas 
kewilayahan yang bertugas rnernbantu l(epala Dcsa 
dalam pelaksanaan tugasnya diwiluyo.hnya. 

Pargaraf3 

Pelaksana Kewilayahan 

masyarakat, 
rnasyarakat, 

meningkatkan upaya partisipasi 
pelestarian nilai sosial budaya 
keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

d. kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan memiliki 
fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan 
huruf c. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), setiap kepala seksi mempunyai Iungsl: 
a. kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi 

melaksanakan manajemen tata praja 
Pernerintahan, menyusun rancangan regulaei 
desa, pernbinaan masalah pcrtanahan, pembinaan 
kctcntraman dan ketertiban, pelaksariaan upays 
perlindungan masyarakat, kependudukan, 
penataan dan pengelolaan wilayah, serta 
pendataan dan pengelolaan Profil Desa. 

b ktipala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi 
melaksanakan pembangunan sarana prasarana 
perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, 
kesehatan, dan tugas sosialisasi serta rnotivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan rndup, pemberdayaan keluarga, 
pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

c. kepala seksi pelayanan memiliki fungsi 
melaksanakan penyuluhau dan motivasi terhadap 
pc:lak:sanaan hak dan kewojibari masyarakat, 



Pasal 33 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja pernerintah 
desa diatur dengan Peraturan kepala Desa. 

Pasal 32 
(1) Setiap unsur pemerintah desa dalam melaksana.kan 

tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan pemerintah desa sendiri, maupun dalam 
hubungan antar pemerintah desa dengan pemerintah 
desa dan/atau lembaga lain yang terkait. 

(2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungiawab 
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan 
memberlkan pengarahan. serta petunjuk bagi 
pclaksanaan tugas ecsuai dengan uraian tugas yang 
tclah ditetapkan. 

(3) Pengarahan dan pctunjuk scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan 
secara bertanggurig jawab. 

(4) Atas daear pertimbangan daya guna dan basil guna, 
setiap pejabat di lingkungan pemerintah desa dapat 
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat 
dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VII 
TATA KERJA 

Pasal 31 

Ketentuan lebih Ianjut mengenai uraian tugas dan 
fungsi perangkat desa diarur dengan Peraturan kepala 
Desa, 

di pembangunan b mengawasi pelaksanaan 
wilayahnya; 

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 
meningkatkan kemampuan dan kesadaran 
masyarakat da1am menjaga lingkungannya; dan 

d. melakukan berbagai upaya pemberdayaan 
masyarakat da1am menunjang ketancaran 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
pcmbangunan. 

mobilitas kependudukan, dan penataan dan 
pengelolaan wilayah; 



Pasa137 
Perangkat Dcsa yang diangkat sebelum ditetapkan 
Peraturan Daerah ini tetap mela.ksanakan rugas sampai 
ha his masa tugas berdasarkan keputusan 
pengangkatannya. 

BABXI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan clan 
pengawasan tcrhadap Pemerintahan Desa dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai deng?n 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 36 

BABX 
PEMBINA.AN DAN PENUAWASAN 

Pasal 35 
(1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah 

diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib 
mengikuti pe!atihan awal masa tugas dan program­ 
program pelatihan yang dilaksanakan Pemerint.ah 
Oaerah dan Pemerintah Desa. 

(2) Biaya pelatihan yag dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibebankan APBD atau sumber lain yang sah dan 
dapat rnenggunakan APBN dan(atau APBD Provinsi. 

[3) Biaya pelat.i.han yag dilaksanakan oleh Pemerintah 
Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
dibcbankan APBDes atau sumber lain yang sah dapat 
menggunakan APBN dan/atau APBD Provinsi dan 
atauAPBD. 

BABIX 
PENlNGKATAN KAPASJTAS APARATUR DESA 

Pasal 34 
(lj Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan 

pakaian dinas dan atribut. 
(2) Pakaian dinas dan atribut perangkat desa ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. 

BAB VIII 
PAKALI\N DINAS DAN ATRlBUT 



Peraturan Bupati rnengenai beaaran organlsaei pernerintah 
desa di setiap desa dalam wilayah dacrah bcrdasarkan 
klosifiko.si jenis deeo oobagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (3) dan Peraruran Rupati rnengenai jumlah 
pelaksana kewilayahan di setiap desa dalam wilayah 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), 
harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak 
peraturan daerab ini diundangkan. 

Pasal 41 

Peraturan pt:lak::11:U1W:111 atas Peraruran Daerab ini 
ecbagaimana dimaksud dalam Paeal 13, Pasal 15 ayat (4), 
dan Pasal 34 ayat (2) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) 
rahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasa140 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tabun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2008 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak 
borlalru. 

Pasal 39 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, besaran 
organisasi pemerintah desa di setiap desa dalam wilayah 
daerah dan jumlah pelaksana kewilayahan di setiap desa 
dalam wilayah daerah, harus sudah menyesuaik:an dengan 
ketentuan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun 
sejak peraturan daerah ini diundangkan. 

Pasal38 
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Ditetapkan di Pasarwajo 
pada 2./ hJEI 2018 

orang mengetahuinva, mernermtahkan 
Peraturan Daerah uu dengan 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini mulai 
diundangkan. 
A.gar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Bu ton. 

Pasal42 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2018 NOMOR .. !~~ 
!\OREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINS! SULAWESI 
TENGGARA NO MOR : 3/:Zf / 2.Dl8 

Diundangkan di Pasarwajo 
pada tanggal :ti n,r,.1 2018 

LA BAK.RY 

Ttd 

BUPATI BUTON, 

Ditetapkan di Pasarwajo 
pada tanggal ,., f))r,/ 2018 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Daerah ini dengan 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

berlaku pada tanggal Peraturan Daerah ini mulai 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Buton. 

Pasal 42 



Pasal l 

Cukupjelas 

Pasal 2 
Cukupjelas 

II. PASAL DEMI PASAL 

Ruang lingkup pengaruran peraturan daerah ini meliputi susunan 
organisasi pernerintah desa, kedudukan, tugas, dan fungsi kepala 
desa dan perangkat desa, tata kerja pemerintah desa, hak, kewajiban, 
dan larangan perangkat desa, pengangkatan dan pemberhentian 
perangkat desa, pakaian dinas dan atribut, dan peningkatan 
kapasitas aparatur desa. 

I. UMUM 
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu 
diga.nti; 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan 
pengaturan mengenai tata cam _pengangkatan dan pemberhentian 
perangkat desa melalui Peraturan Daerah; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaria dimaksud pada huruf 
a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dae.rah tentang Susunan 
Organisaasi dan Tata Kerja Pemerintah Dsa serta Tata Cara 
Pengangkatan dan Pernberhentian Perangkaat Desa; 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SERTA 
TATA CARA PENGANCKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

TENTANG 

PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 

NOMOR 3 TAHUN 2018 



Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukupjelas 

Pasal 6 
Cukupjelas 

Pasal 7 
Cukupjelas 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukupjelas 

Pasal 10 
Cukupjelas 

Pasal 11 
Cukupjelas 

CukupJelas 
Hurufb 

CukupJelas 
Hurufc 

Cukup Jelas 
Huruf d 

Cukup .Jelas 

Iluruf e 
Cukup Jelas 

Hurutf 
Cukup Jelas 

Hurufg 
CukupJelas 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan Hubungan Keluarga adalah 
hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam 
garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah dan 
kesamping sampai derajat kesatu. 

Ayat (3) 
Cukupjelas 

Ayat (2) 

Cukupjelas 

Pasal 3 
Ayat (1) 



Yang dimaksud dengan Desa Swadaya adalah desa yang memiliki 
potensi tertentu tetapi belum dikelola dengan sebaik-baiknya, 
dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

- Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya 
- Penduduknya jarang 

Yang dimaksud dengan Desa Swakarya adalah peralihan atau 
transisi dari desa swadya rnenuju desa swasembada, dengan ciri­ 
ciri sebagai berikut: 

- Kebiasaaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat 
pen uh 

- Sudah mulai mernpergunakan alat-alat dan teknologi 
- Sudah tidak terisolasi lagi walau Jetaknya jauh dari 

pusat perekonomian 
Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur 
lalu lintas dan prasarana lain 

- Jaur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar 

Pasal 12 
Cukupjelas 

Pasal 13 
Cukupjelas 

Pasal 14 

Cukupjclas 
Pasal 15 

Cukupjelas 
Pasal 16 

Cukupjelas 
Pasal 17 

Cukup ielas 
Pasal 18 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan Desa Swasembada adalah desa yang 
maeyarakctnya telah mampu memanfaatk.an dan rnertgembangkan 
sumberdaya alam dan porensinya St>:suai dengan kegiatari 
pembangunan regional, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

Kebanyalcan berlokasi di ibukota kecamatan 
Penduduknyo. padat; 

- Tidak terikat dengan adat isuadat 
Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih 
maj u dari desa lain 

- Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif. 



Pasal 24 
Cukupjelas 

Pasal 25 
Cukupjelas 

Pasal 26 

Cukupjelas 
Pasal 27 

Cukupjelas 
Pasal 28 

Cukupjelas 
Pasal 29 

Cukup jelas 

Pasal 30 
Cukupjelas 

Pasal 31 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukupjelas 

Pasal 33 
Cukupjelas 

Pasal 19 
Cukupjelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukupjelas 
Pasal 22 

Cukupjelas 
Pasal 23 

Cukupjelas 

- Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris 
- Bersifat tertutup 
- Masyarakat memegang teguh adat 
- Teknologi masih rendah 
- Sarana dan prasarana sangat kurang 
- Hubungan antar manueia sangat erat 

- Pengawasaan sosial dilak.ukan oleh keluarga 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2011 
NOMOR.U 

Pasal 34 
Cukupjelas 

Pasal 35 
Cukup jelas 

PasoJ 36 

Cukup jclas 

Pasal 37 

Cukupjelas 
Pasal 38 

Cukupjelas 
Pasal 39 

Cukupjelas 
Pasal 40 

Cukupjclas 

Pasal 41 

Cukupjelas 
Pasal 42 

Cukupjelas 
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